c. Untuk pengadaan langsung barang  yang menggunakan SPK (s.d. 200 juta)
	NO
	TAHAPAN/PROSES
	DOKUMENTASI/NASKAH DINAS

	I.
	PERENCANAAN UMUM PENGADAAN B/J
	

	
	1.
	PA menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).
	· Dokumen RUP

· RKA/DPA

· SK-SK Organisasi PB/J

· Kerangka Acuan Kerja (KAK)

	
	2.
	PA mengumumkan RUP barang/jasa di masing-masing SKPD pada awal tahun anggaran berjalan melalui website SKPD (jika ada), papan pengumuman resmi dan LPSE Kabupaten Lombok Barat
	· Bukti pengumuman RUP yang di download dari website.

· Salinan pengumuman RUP dari papan pengumuman resmi.

	II.
	TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA B/J
	

	
	1.
	Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa :
	

	
	
	a. PA/KPA menyerahkan dokumen RUP kepada PPK dan PP
	· Undangan

· Berita Acara Serah Terima RUP

	
	
	b. PPK mengundang PP untuk membahas pengkajian ulang dokumen RUP
	· Undangan

· Berita Acara Hasil Pengkajian RUP

· Surat usulan perubahan RUP kepada PA (jika ada perubahan RUP)

	
	
	c. PPK menyusun dan menetapkan dokumen  Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) sesuai hasil kajian terhadap RUP
	Dokumen RPP yang di tandatangani PPK

	
	
	d. PPK  menyerahkan  dokumen RPP kepada PP untuk sebagai bahan membuat dokumen pengadaan dan acuan pelaksanaan pengadaan langsung.
	· Undangan

· Berita Acara Serah Terima RPP

	
	2.
	Pelaksanaan Proses Pengadaan B/J, yaitu PP melakukan proses pengadaan langsung, sbb :
	

	
	
	a. PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung.
	Surat Perintah Pengadaan Langsung

	
	
	b. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan dan harga melalui media elektronik dan/atau non-elektronik
	Berita Acara Survei

	
	
	c. Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. 
	

	
	
	d. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga
	Surat Undangan Penyampaian/Permintaan Penawaran.Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

	
	
	e. Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan
	Surat Penawaran dari Penyedia

	
	
	f. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan
	· Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

· Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi



	
	
	g. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHP)

	
	
	h. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK
	Surat Penyampaian BAHP

	
	3.
	PPK melakukan perikatan melalui SPK
	Surat Perintah Kerja (SPK)

	
	4.
	PPK menerbitkan SPMK
	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

	
	5.
	PPHP memeriksa dan menerima barang
	Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang.

	
	6.
	PPK melakukan serah terima barang dengan Penyedia
	Berita Acara Serah Terima Barang


Keterangan : 
Untuk pengadaan ini harus dilengkapi dengan Dokumen Pengadaan (mengacu pada Perka LKKP No. 15 Tahun 2012)


[image: image1.emf]DOKUMEN

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor   : ……………………………………………………….

Tanggal : ……………………………………………………….

SKPD : ……………………………………..

Alamat : ……………………………………..

Tahun Anggran : 201….

(1) (2) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1

2

3

4

………………………………., …….. 20…

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

……………………………………..

NIP. ………………………

PELAKSANAAN 

PEKERJAAN

KEGIATAN JENIS BELANJA

JENIS 

PENGADAAN

PERKIRAAN BIAYA (Rp)

LELANG/SELEKSI

LOKASI 

PEKERJAAN

SUMBER 

DANA 

(APBN/ 

APBD/ 

PHLN)

Nomor

SATUAN KERJA

NAMA PAKET 

PENGADAAN

(3)

Keterangan

KODE NAMA

AWAL 

(Tanggal)

SELESAI 

(Tanggal)

AWAL 

(Tanggal)

PENUNJUKAN 

LANGSUNG/ 

PENGADAAN 

LANGSUNG

PEMBELIAN 

SECARA 

ELEKTRONIK

SELESAI 

(Tanggal)

(6)

VOLUME

PELAKSANAAN 

PEMILIHAN PENYEDIA



[image: image2.emf]PENGUMUMAN

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor   : ……………………………………………………….

Tanggal : ……………………………………………………….

SKPD : ……………………………………..

Alamat : ……………………………………..

Tahun Anggran : 201….

(1) (2) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1

2

3

4

………………………………., …….. 20…

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

……………………………………..

NIP. ………………………

Nomor

SATUAN KERJA

NAMA PAKET 

PENGADAAN

(3)

Keterangan

KODE NAMA

AWAL 

(Tanggal)

SELESAI 

(Tanggal)

AWAL 

(Tanggal)

PENUNJUKAN 

LANGSUNG/ 

PENGADAAN 

LANGSUNG

PEMBELIAN 

SECARA 

ELEKTRONIK

SELESAI 

(Tanggal)

(6)

VOLUME

PELAKSANAAN 

PEMILIHAN PENYEDIA

PELAKSANAAN 

PEKERJAAN

KEGIATAN JENIS BELANJA

JENIS 

PENGADAAN

PERKIRAAN BIAYA (Rp)

LELANG/SELEKSI

LOKASI 

PEKERJAAN

SUMBER 

DANA 

(APBN/ 

APBD/ 

PHLN)


Keterangan : 
Dokumen RUP ini telah diumumkan melalui LPSE Kab. Lombok Barat dan Papan Pengumuman resmi pada tanggal .............
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan :
Pengadaan ___________________________

1. Latar Belakang

Menguraikan secara singkat hal ikhwal yang mendasari diperlukan/dibutuhkan-nya barang, baik dari aspek kebijakan, adanya aturan yang melandasi, adanya permasalahan yang dihadapi maupun adanya kepentingan kedinasan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/pemerintah daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Berisi harapan atau kondisi yang akan dicapai dengan adanya pengadaan barang ini, sbb :

a. Maksud pengadaan barang ini adalah__________________

b. Tujuan pengadaan barang ini adalah__________________

3. Target/Sasaran

Menguraikan siapa (orang/kelompok/organisasi/pemerintah) penerima manfaat dari barang yang diadakan.

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

a. PA
: 
Pengguna Anggaran pada____________

Nama
:
________

b. PPK
: 
Pejabat Pembuat Komitmen pada____________

Nama
:
________

c. PP
: 
Pejabat Pengadaan pada____________

Nama
:
________

d. PPHP
: 
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada____________

Nama
:
________

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

a. Sumber dana untuk pembiayaan pengadaan ini berasal dari APBN/APBD Kab. Lombok Barat Tahun Anggaran _______ melalui DPA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN SETDA__________________

b. Perkiraan total biaya yang diperlukan untuk pengadaan ini sebesar Rp. __________,-. Sudah termasuk profit, overhead dan pajak-pajak.

6. Lokasi Pekerjaan

Untuk pekerjaan yang tidak terikat tempat seperti pada pengadaan barang ini, lokasi pekerjaan adalah di SKPD mana proses pengadaan dilakukan.

7. Produk Yang Dihasilkan

Produk yang dihasilkan dari pengadaan ini adalah barang/peralatan berupa_________ sebanyak_________.

8. Jangka Waktu Pelaksanaan

Menyebutkan perkiraan alokasi waktu pelaksanaan proses pengadaan dan perkiraan alokasi waktu pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. (Bukan berbentuk jadwal pelaksanaan), dengan cukup menyebutkan :

· Pengadaan barang ini dilaksanakan pada bulan/triwulan____(I/II/III/IV)
· Pelaksanaan pekerjaan barang ini dilaksanakan selama____(hari/bulan)
9. Tenaga Terampil (apabila diperlukan)
Persyaratan jumlah dan kualifikasi tenaga terampil yang harus dimiliki atau yang akan ditugaskan oleh Penyedia untuk melakukan uji coba fungsi barang dan/atau memberikan pelatihan bagi pengguna/operator barang. Persyaratan tenaga terampil diuraikan berdasarkan pendidikan, pengalaman, jumlah dan waktu penugasan yang dibutuhkan.

10. Spesifikasi Teknis

Menguraikan tanda-tanda teknis dan kuantitas barang yang diadakan serta dapat juga dilampiri dengan dokumen teknis yang dipersyaratkan, meliputi :

a. Macam/jenis barang yang akan diadakan.
b. Fungsi/kegunaan barang.
c. Bahan/material yang digunakan.
d. Ukuran/volume/kapasitas barang.
e. Sertifikat SNI/ISO yang dilampirkan.
f. ………… dst

11. Pelatihan (apabila diperlukan)
Menguraikan tentang :

a. Macam pelatihan (tentang cara pengoperasian/menggunakan/ memelihara/memperbaiki, ……….. dsb;

b. Sasaran pelatihan (calon operator/mekanik, ……….dsb);

c. Maksud dan tujuan diadakannya pelatihan ………………………;

d. Waktu/lamanya pelatihan ………………….. (hari/bulan);

e. Fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pelatihan ………………..;

f. ……………. dst

12. Persyaratan Lainnya (apabila diperlukan)
Meliputi :

a. Cara pengepakan/ pengangkutan/penimbunan/penyimpanan (apabila diperlukan);

b. Cara pemasangan/pengoperasian/penggunaan (apabila diperlukan);

c. …………………… dst.

………………., ……………… 201…

PA/KPA ……………………………..

………………………………………..

……………………………………….

NIP. ……………………………….
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PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
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                                                                  .............., ............... 201...
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Nomor  
:        
 

   

Lampiran 
: 



   


Perihal     
: 
Undangan  Penyerahan 
Dokumen RUP

    

Dengan ini kami mengundang Saudara dalam rangka penyerahan dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) lingkup Setda/Badan/Dinas/Kantor..............T.A. ....., nanti pada :

Hari/Tanggal
:
........../............... 20...
Waktu
:
........WITA s./d  selesai

Tempat
:
...................................
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PA/KPA.......................
.................................................

NIP. ........................................
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PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
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BERITA ACARA SERAH TERIMA

DOKUMEN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA (RUP)
Nomor : ..........................

Pada hari ini ...........tanggal ...........bulan ...........tahun ...........bertempat di ..........., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
:
.......................................


NIP
:
.......................................


Jabatan
:
.......................................

Bertindak selaku Pengguna Anggaran Setda/Badan/Kantor................

2. Nama
:
.......................................


NIP
:
.......................................


Jabatan
:
.......................................

Bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen.................yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekda/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor.......nomor ..............tanggal.................

3. Nama
:
.......................................


NIP
:
.......................................


Jabatan
:
.......................................

Bertindak selaku Pejabat Pengadaan.................yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekda/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor.......nomor ..............tanggal..................

Pengguna Anggaran menyerahkan dokumen Rencana Umum Pengadan Barang/Jasa (RUP) lingkup Setda/Badan/Dinas/Kantor............ T.A. ...... sebagaimana terlampir kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan menerima RUP dimaksud beserta lampirannya untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sesuai prosedur pengadaan barang/jasa yang berlaku.

	Yang menyerahkan :

Pengguna Anggaran

NIP.


	Yang Menerima :

Pejabat Pembuat Komitmen

___________________________
             NIP.

Pejabat Pengadaan

___________________________
             NIP.
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PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
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                                                                                  .............., ............... 201...
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Nomor  
:        
 

   

Lampiran 
: 



   


Perihal     
: 
Undangan  Pengkajian 
Ulang RUP

    

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup Setda/Badan/Dinas/Kantor.......... Tahun Anggaran.........., dengan ini kami mengundang Saudara untuk membahas pengkajian Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) lingkup Setda/ Badan/ Dinas/ Kantor ............ T.A. ...... nanti pada :

Hari/Tanggal
:
........../............... 20...
Waktu
:
........WITA s./d  selesai

Tempat
:
...................................
Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.........
......................................
NIP. ...........................
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PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR....
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
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BERITA ACARA RAPAT PENGKAJIAN ULANG RUP

Nomor : .............................................
Pada hari ini ................. tanggal ............. bulan ............... tahun ................., bertempat di Setda/Badan/Dinas/Kantor ................. Jalan .................., kami Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Teknis (jika ada) Setda/Badan/Dinas/Kantor ................ Tahun Anggaran .............., telah mengadakan rapat koordinasi Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) T.A. .............

Hasil Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan :

1. Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan
a. Telah mendorong persaingan sehat dan efisiensi

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

b. Meningkatkan peran usaha kecil

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

c. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst
2. Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan
a. Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

b. Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

c. Biaya pemasangan

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

d. Biaya pengangkutan

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

e. Biaya pelatihan

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

f. Biaya pengumuman pengadaan

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

g. Biaya survey lapangan/pasar

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

h. Biaya penggandaan dokumen

1).
Usulan PPK :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

i. Biaya uji coba

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

l. 
Biaya ……………. Dst (apabila ada)

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

3. Pengkajian Ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK)
a. Kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan dan hal-hal lain yang diperlukan

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

b. Kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan)

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

c. Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

d. Kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir, tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang,  memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri, dan memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI)

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

e. Kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

f. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

g. Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

h. Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

i. Pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

j. Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

k. Gambar-gambar brosur barang (jika diperlukan)

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

Demikian Berita Acara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

	No.
	Nama
	Jabatan
	Tanda-Tangan

	1.
	…………………………
	Pejabat Pembuat Komitmen
	

	2.
	…………………………
	Pejabat Pengadaan
	

	3.
	…………………………
	Tim Teknis (Jika Ada)
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PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
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                                                                                  .............., ............... 201...
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Nomor  
:        
 

   

Lampiran 
: 



   


Perihal     
: 
Usul Perubahan RUP
Hasil Pengkajian Ulang
Berdasarkan hasil rapat pembahasan pengkajian ulang RUP yang dilakukan bersama antara PPK, Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis (jika ada), maka berikut kami sampaikan usulan perubahan/revisi terhadap RUP Setda/Badan/Dinas/Kantor ........T.A. .........sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengkajian Ulang RUP terlampir.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen .......
..........................................
            NIP.
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PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR....
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          
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...
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BERITA ACARA RAPAT PENGKAJIAN ULANG RUP

Nomor  : ....................................
Pada hari ini ................. tanggal ............. bulan ............... tahun ................., bertempat di Setda/Badan/Dinas/Kantor ................. Jalan .................., kami Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Teknis (jika ada) Setda/Badan/Dinas/Kantor ................ Tahun Anggaran .............., telah mengadakan rapat koordinasi Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) T.A. .............

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan :
a. Telah mendorong persaingan sehat dan efisiensi

b. Meningkatkan peran usaha kecil

c. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri

2. Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan :
a. Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran

b. Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan

c. Biaya pemasangan

d. Biaya pengangkutan

e. Biaya pelatihan

f. Biaya survey lapangan/pasar

g. Biaya penggandaan dokumen

h. Biaya uji coba

i. Biaya ……………. Dst (apabila ada)

3. Pengkajian Ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK) :
a. Kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan dan hal-hal lain yang diperlukan

b. Kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan)

c. Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran

d. Kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir, tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang,  memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri, dan memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI)

e. Kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan

f. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

g. Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan

h. Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan

i. Pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk

j. Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan

k. Gambar-gambar brosur barang (jika diperlukan)

Berdasarkan hasil pengkajian ulang RUP yang dilakukan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan menyatakan dan sepakat bahwa tidak ada hal-hal dalam RUP yang perlu diubah/direvisi ulang untuk diusulkan kepada PA/KPA. 
Demikian Berita Acara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
	No.
	Nama
	Jabatan
	Tanda-Tangan

	1.
	…………………………
	Pejabat Pembuat Komitmen
	

	2.
	…………………………
	Pejabat Pengadaan
	

	3.
	…………………………
	Tim Teknis 
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PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR....
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          
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...
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RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN (RPP)

Nomor :

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengkajian Ulang RUP Nomor : .............tanggal...................maka dalam rangka pengadaan langsung untuk :

Program
: 
........................................................................

Kegiatan
:
........................................................................ 

Pekerjaan
:
........................................................................

Jenis Belanja 
:
........................................................................ 

Lokasi
:
........................................................................

Tahun Anggaran
:
...................

Maka kami selaku Pejabat Komitmen...................menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) sebagai berikut :

1.
SPESIFIKASI TEKNIS 

a. Macam/jenis barang yang akan diadakan.
b. Fungsi/kegunaan barang.
c. Bahan/material yang digunakan.
d. Ukuran/volume/kapasitas barang.
e. Sertifikat SNI/ISO yang dilampirkan.
f. ………… dst

2. 
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)


[image: image3.emf]Harga Satuan  Total Harga

(Rp.) (Rp.)

-

Jumlah Harga 
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Volume



No. Uraian


Keterangan :

Harga di atas telah memperhitungkan profit bagi penyedia dan sudah termasuk overhead, pajak, dan lain-lain yang dibebankan kepada pihak penyedia.

3. 
HAL – HAL LAIN (Jika diperlukan)

Demikian Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) ini dibuat sebagai acuan bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan proses pengadaan .................
    ............, ...................................20.....

Pejabat Pembuat Komitmen ....................

____________________________

                                NIP.    
RIWAYAT HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
Nama Pekerjaan 
:
Pengadaan .....................
Pagu Dana
:
Rp. ............... (.......................................................)

Spesifikasi Teknis
:
(Menguraikan kualitas dan kuantitas barang/pekerjaan yang diadakan)
Data/informasi harga 
: 
(pilih salah satu sumber atau lebih)

1. Dari Penyedia :

a. Nama Penyedia
:
CV/UD/AGEN/DIST/TOKO..............
Alamat
: Jl. ................................
Contact Person
: .....................................
Harga
: Rp. ..............................
Ket. Harga
:
Sudah/tidak termasuk profit, overhead, pajak, dll.

Tanggal survei
: ................20...
b. Nama Penyedia
:
CV/UD/AGEN/DIST/TOKO..............
Alamat
:
Jl. ................................
Contact Person
: .....................................
Harga
: Rp. ..............................
Ket. Harga
:
Sudah/tidak termasuk profit, overhead, pajak, dll.

Tanggal survei
: ................20...
2. Dari media elektronik (Jika Ada) :

a. Nama Situs
:
...................................
Alamat URL
: http/www....................
Harga
: Rp. ..............................
Ket. Harga
:
Sudah/tidak termasuk profit, overhead, pajak, dll.

Tanggal survei
: ................20...
b. Nama Situs
:
...................................
Alamat URL
:
http/www....................
Harga
: Rp. ..............................
Ket. Harga
:
Sudah/tidak termasuk profit, overhead, pajak, dll.

Tanggal survei
: ................20...
3.
Berdasarkan standar harga resmi  (jika ada) :

Dasar
: SK/PERBUP No. .......... Tentang.......

Harga
: Rp. ............................

Ket. Harga
:
Sudah/tidak termasuk profit, overhead, pajak, dll.
Lampirkan brosur/cheklist harga/unduhan/print out barang dan harga (jika ada)
Demikian riwayat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ini kami buat dengan sebenar-benarnya berdasarkan data/informasi harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
	............, ................20......
Pejabat Pembuat Komitmen..........
___________________________
         NIP. 
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PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
                                                                   
          
                                                                  .............., ............... 20...


Nomor  
:        
 

   

Lampiran 
: 



   


Perihal     
: 
Undangan  Penyerahan 
Dokumen RPP

    

Dengan ini kami mengundang Saudara dalam rangka penyerahan dokumen Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Barang/Jasa (RPP) untuk pekerjaan pengadaan .................nanti pada :

Hari/Tanggal
:
........../............... 20...
Waktu
:
........WITA s./d  selesai

Tempat
:
...................................
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen.......
.................................................

NIP. ........................................
PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
                                                                   
BERITA ACARA SERAH TERIMA

DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN (RPP)
Nomor : ..........................

Pada hari ini ...........tanggal ...........bulan ...........tahun ...........bertempat di ..........., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
:
.......................................


NIP
:
.......................................


Jabatan
:
.......................................

Bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen............... yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekda/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor.......nomor ..............tanggal.................

2. Nama
:
.......................................


NIP
:
.......................................


Jabatan
:
.......................................

Bertindak selaku Pejabat Pengadaan.................yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekda/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor.......nomor ..............tanggal.................

Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan dokumen Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Barang/Jasa (RPP) sebagaimana terlampir kepada Pejabat Pengadaan dan selanjutnya Pejabat Pengadaan menerima RPP dimaksud beserta lampirannya untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sesuai prosedur pengadaan barang/jasa yang berlaku.
	Yang menyerahkan :

Pejabat Pembuat Komitmen

________________________

            NIP.
	Yang Menerima :

Pejabat Pengadaan

________________________

          NIP.


.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
                                                                   
          
                                                                                ............., ............... 201...


Nomor  
:        
 

   

Lampiran 
: 



   


Perihal     
: 
Perintah Pengadaan Langsung 
Berdasarkan Rencana Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (RPP) Nomor : ............Tanggal............ diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan pengadaan langsung untuk pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPP dimaksud.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen.......
.................................................

NIP. ........................................
.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.....
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
 
BERITA ACARA SURVEI HARGA DAN PEKERJAAN

Nomor : .............................
Pada hari ini ............ tanggal ............. bulan ........... tahun ..............., untuk memperoleh referensi/perbandingan harga dan pekerjaan dalam rangka pengadaan....................., telah dilakukan survey secara elektronik/non elektronik pada 2 (dua) sumber informasi yang berbeda yang berbeda, yakni :
1. Nama Badan Usaha/Situs
: 
CV....../Situs.....
Alamat/URL




: 
Jl. ............./http/www......
No. Contact 



: 
(Telp/Email)

2. Nama Badan Usaha/Situs
: 
CV....../Situs.....
Alamat/URL




: 
Jl. ............./http/www......
No. Contact



: 
(Telp/Email)

Dari hasil survei, diperoleh referensi/perbandingan harga sebagai berikut :
	No.
	Uraian
	Volume
	HPS


	Perbandingan Harga

	
	
	
	
	CV..../Situs....
	CV..../Situs....

	
	
	
	
	
	


Keterangan :

1. Harga tersebut di atas sudah termasuk pajak, profit dan overhead, dll.

2. Sebagai bukti survei, terlampir brosur/cheklist harga/print out harga.

Hasil survei di atas dapat dijadikan acuan oleh Pejabat Pengadaan dalam melakukan transaksi dan klarifikasi dan negosiasi baik langsung terhadap sumber informasi maupun terhadap Penyedia lainnya.
Demikian Berita Acara Survey Harga ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surveyor,

Pejabat Pengadaan..............
________________________
NIP.
.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR...
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
                                                                   
          
                                                                                ............., ............... 20...

Nomor  

:
.................................




Lampiran  
:

Kepada Yth.
:


Direktur CV/UD.......................
di -
.............................

Perihal
:  
Undangan Pengadaan Langsung Untuk Paket Pekerjaan ............. Pada.............. T.A. ...................
Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan 
: __________

Lingkup pekerjaan 
: __________

Nilai total HPS 
: Rp________(__________)

Sumber pendanaan 
: ____________ Tahun Anggaran ____
2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat 
: _______________ [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst]

Telepon/Fax 
: _________________

Website 
: _________________
Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, serta data kualifikasi secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:
	No
	Kegiatan
	Hari/Tanggal
	Waktu

	a.
	Pemasukan Dokumen Penawaran
	__/____s.d.__/__
	____s.d.__

	b.


	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
	____/_________
	___________

	c.
	Penandatanganan SPK
	____/_________
	


Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan ..........
________________________

NIP.

KOP BADAN USAHA
Alamat .................................................................

No. Telp. :........................










............., .................... 20....
Nomor  

:
............................




Lampiran  
:


Kepada Yth.
:


Pejabat Pengadaan ....................

di -
.............................

Perihal
:  Penawaran Pekerjaan ..................
Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor:_________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan _____________________ sebesar Rp_______________ (___________________).
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (________________) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ____ (__________________) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

CV/UD............................
_______________________ 

Direktur/Pemilik
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pekerjaan :

Pengadaan ......................................................
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Keterangan :

Harga penawaran di atas sudah termasuk profit, overhead, pajak-pajak, dan lain-lain.

................., ..................... 20...
CV/UD............................
_______________________ 

Direktur/Pemilik
DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Pekerjaan :

Pengadaan ..................................................
1.
SPESIFIKASI TEKNIS 

Spesifikasi teknis yang kami tawarkan untuk pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

(Penyedia menguraikan spesifikasi teknis minimal yang ditawarkan minimal sama denga kualitas dan kuantitas teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, jika perlu dilampirkan dengan brosur/gambar yang dapat memperlihatkan atau menjelaskan tanda-tanda teknis barang)

2.
JADWAL PELAKSANAAN

Kami sanggup melaksanakan pekerjaan ini sesuai ketentuan dalam dokumen pengadaan yaitu selama .................. (.............................) hari kalender, dengan jadwal sebagai berikut :
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1.

2.

3.

4.

5.

No Uraian Pekerjaan

Pelaksanaan ......(...............) Hari Kalender


................., ..................... 20...
CV/UD............................
_______________________ 

Direktur/Pemilik
DOKUMEN KUALIFIKASI
CUKUP MELAMPIRKAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI (FIK)
PAKTA INTEGRITAS
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

	Nama
	:
	...................................

	No.Identitas/KTP
	:
	...................................

	Jabatan
	:
	Direktur

	Bertindak untuk dan atas nama
	:
	CV/UD........................



dalam rangka Pengadaan .........................pada .....................dengan ini Saya menyatakan bahwa:      
1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Pejabat yang berwenang  dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima  sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. 

 

................., ..................... 20...
CV/UD............................
_______________________ 

Direktur/Pemilik
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

	Nama
	:
	...................................

	Jabatan
	:
	Direktur

	Bertindak untuk dan atas nama
	:
	CV/UD. ......................

	Alamat
	:
	Jl. .................................

	Telepon/Fax
	:
	.....................................


menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta pendirian perusahaan Nomor : ......tanggal ................., Notaris : ......................., SH
2. Saya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;

7. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A.
Data Administrasi

	 1.
	Nama (PT/CV/Firma/

Koperasi) 
	:
	CV. ...................

	2.
	Status 
	:
	 

	3.
	Alamat Kantor Pusat
	:
	Jl. ........................

	
	No. Telepon
	:
	............................

	
	No. Fax
	:
	............................

	
	E-Mail
	:
	............................

	4.
	Alamat Kantor Cabang
	:
	 
 
 
 

	
	No. Telepon
	:
	

	
	No. Fax
	:
	

	
	E-Mail
	:
	


B.
Izin Usaha

  

	1. No. Surat Izin Usaha 
	:
	............................

	2. Masa berlaku izin usaha
	:
	............................

	3. Instansi pemberi izin usaha
	:
	............................


C.
Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 
	1.
	Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

	 
	a. Nomor Akte
	:
	............................

	 
	b. Tanggal
	:
	............................

	 
	c. Nama Notaris
	:
	............................, SH

	2.
	Akta Perubahan Terakhir
	 
	 

	 
	a. Nomor Akte
	:
	............................

	 
	b. Tanggal
	:
	............................

	 
	c. Nama Notaris
	:
	............................


D.
Pengurus/ Direksi Badan Usaha
      
	No.
	 Nama
	No. KTP 
	Jabatan dalam Badan Usaha

	1.


	............................
	............................
	Direktur


  

E.
Data Keuangan

    1. 
Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) 
	  No.
	 Nama
	No. KTP 
	 Persentase

	 


	 
	 
	 


2.  Pajak
	1. 
Nomor Pokok Wajib Pajak
	:
	............................

	2. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir 
	:
	............................

	3. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir):

1) PPh Pasal 21; 

2) PPh Pasal 23;
3) PPh Pasal 25/Pasal 29;
4) PPN 
	:

:

:
:

:
	............................
............................

............................
............................

	4. Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti angka 2 dan 3
	:
	


F.
Data Pengalaman Perusahaan 

	 No.
	 Nama Paket Pekerjaan
	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan
	 Lokasi
	Pemberi Tugas/ PPK
	Kontrak 
	Tanggal Selesai Menurut

	
	
	
	
	Nama
	Alamat/ Telepon
	No/ Tanggal
	Nilai
	Kontrak
	BA Serah Terima

	 


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

................., ..................... 20...
CV/UD............................
_______________________ 

Direktur/Pemilik
.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................

...
BERITA ACARA PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN 

Nomor : ....................................
Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ............. tahun ................., bertempat di ................... diadakan pembukaan sekaligus evaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh CV/UD. ............ dengan surat penawaran nomor : .............. tanggal .............. untuk pekerjaan Pengadaan ...............pada ................ 
Setelah penawaran dibuka dan dievaluaasi, seluruh persyaratan penawaran yang diminta dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, baik secara administrasi, teknis dan harga. (Hasil evaluasi selengkapnya sebagaimana terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diproses lebih lanjut ke tahap klarifikasi dan negosiasi.

Pejabat Pengadaan...........
_______________________
    NIP. 
Lampiran 
: 
Berita Acara Pembukaan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran 
Nomor
:  
........................
Tanggal
:  
........................


Pekerjaan 
:
Pengadaan .......................

I.
HASIL PEMBUKAAN PENAWARAN

	Surat Penawaran
	Dokumen Penawaran Teknis
	Daftar Kuantitas dan Harga
	Keterangan

	Ada
	Ada
	Ada
	LENGKAP


II.
HASIL EVALUASI PENAWARAN

1. 
EVALUASI ADMINISTRASI

	Surat Penawaran
	Ket

	Harga Penawaran

(Rp)
	Tujuan
	Tanggal
	Tanda Tangan
	Peruntukan/ Pekerjaan
	Jangka Waktu
	

	
	
	
	
	
	Penawaran
	Pelaksanaan Pekerjaan
	

	Rp.   _________,-
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	L


2. 
EVALUASI TEKNIS

	Unsur teknis
	Ket

	Spesifikasi Teknis Pekerjaan


	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan   .... (..........) 

hari kalender
	

	√
	√
	L


3. 
EVALUASI HARGA

	Total Harga Penawaran Terhadap HPS/OE
	Daftar Kuantitas Harga /

 RAB
	Ket

	√
	√
	L



4. EVALUASI KUALIFIKASI (dapat tidak dilakukan)
Keterangan :

√ : Memenuhi Syarat ; X : Tidak Memenuhi Syarat ; L: Lulus ; TL: Tidak Lulus 

Pejabat Pengadaan...........
_______________________
    NIP. 
.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................

...
BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
Nomor : ................................
Pada hari ini ........ tanggal .......... bulan ..........tahun ................ kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga terhadap penawaran yang diajukan oleh CV/UD............, untuk pekerjaan Pengadaan ............. pada............, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dari hasil klarifikasi teknis, Direktur CV/UD........., menyatakan tetap menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan di atas sesuai dengan spesifikasi teknis, volume dan jangka waktu pekerjaan yang ditawarkan.

2. Dari hasil negosiasi harga, disepakati harga pekerjaan sebagai berikut :
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Keterangan : 


Harga di atas sudah termasuk profit, overhead, pajak-pajak dan lain-lain.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
	CV/UD. ....................
___________________
Direktur
	Pejabat Pengadaan...............
____________________ 

             NIP.

	
	


.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................

...
BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHP)
Nomor : ...........................
Pekerjaan :

Pengadaan ............................
Pada hari ini ............tanggal ............ bulan .............tahun ................, disusun Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang memuat proses pemilihan penyedia untuk Pekerjaan tersebut diatas, sebagai berikut :

I.
Bahwa dalam proses Pengadaan Langsung pekerjaan Pengadaan .............. pada ................ T.A ...., telah diundang calon penyedia yang diyakini mampu dan memenuhi kualifikasi, yaitu :

Nama Perusahaan
:
CV/UD. ............
Alamat Perusahaan
:
Jl. ...........................
II.
Setelah Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran (administrasi, teknis dan harga) maka dilakukan pembukaan dan evaluasi. Unsur-unsur yang dievaluasi adalah sebagai berikut :

1.
EVALUASI ADMINISTRASI


Evaluasi Administrasi meliputi :

	Surat Penawaran
	Ket

	Harga Penawaran

(Rp)
	Tujuan
	Tanggal
	Tanda Tangan
	Peruntukan/ Pekerjaan
	Jangka Waktu
	

	
	
	
	
	
	Penawaran
	Pelaksanaan Pekerjaan
	

	Rp. _________,-
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	L


2.
EVALUASI TEKNIS

Apabila penawaran memenuhi syarat administrasi tersebut diatas ilakukan evaluasi teknis, unsur evaluasi teknis meliputi :

	Unsur Teknis
	Ket

	Spesifikasi Teknis Pekerjaan


	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan   Max .... (........) hari kalender
	

	√
	√
	L


3. EVALUASI KEWAJARAN HARGA 
Penawaran yang telah lulus evaluasi teknis dilakukan Evaluasi Kewajaran Harga, yang meliputi :

	Total Harga Penawaran Terhadap HPS
	Daftar Kuantitas Harga /

 RAB
	Ket

	√
	√
	L


Keterangan :

√ : Memenuhi Syarat ; X : Tidak Memenuhi Syarat ; L: Lulus ; TL: Tidak Lulus 
III.
Setelah penawaran dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil evaluasi, maka dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga,dengan hasil sebagai berikut :

a. 
Klarifikasi Teknis :

Dari hasil klarifikasi teknis, Direktur CV/UD.........., menyatakan tetap menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan di atas sesuai dengan spesifikasi teknis, volume dan jangka waktu pekerjaan yang ditawarkan.

b. 
Negosiasi Harga

Dilakukan Negosiasi terhadap harga penawaran, dengan hasil sebagai berikut :

· Harga Penawaran 
:

Rp. __________,- (............................)      

-

Harga Negosiasi
:
Rp. __________,- (............................)      

IV.
Selanjutnya Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini akan disampaikan kepada PPK sebagai dasar Surat Perintah Kerja (SPK).
Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan...............
____________________ 



    NIP.
.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................

...
      ..........., ..............20...
	
	
	
	        Kepada 

	 Nomor
	:
	...............
	Yth.  Pejabat Pembuat Komitmen...... MERGEFIELD "perusahaan" 

	 Lampiran
	:
	1(satu)) berkas
	

	 Perihal
	:
	Penyampaian Berita  Acara

Hasil Pengadaan Langsung
	  di -               

	
	
	
	____________


 

Bersama ini kami sampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHP) Nomor : .................. tanggal  ................ sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan .............pada .............. T.A. ....... Berdasarkan proses pengadaan langsung yang telah dilaksanakan, dapat kami sampaikan nama penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Perusahaan
: 
CV/UD. ............
Nama Direktur
: 
.........................
Alamat Perusahaan

: 
.........................
Nomor Pokok Wajib Pajak
:  .........................
Dengan Harga Pekerjaan
: 
Rp. ___________,- (.........................)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sertakan :

1.
Surat Undangan Penyampaian/Permintaan Penawaran Nomor : ..................  Tanggal  ................
2.
Surat Penawaran Harga CV. ........... Nomor : ..................  Tanggal  ................
3.
Berita Acara Pembukaan Dan Evaluasi Dokumen penawaran  Nomor : ..................  Tanggal  ................
4.
Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : ..................  Tanggal  ................
5.
Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor : ..................  Tanggal  ................
6.
Berita Acara Hasil Pangadaan Langsung (BAHP) Nomor : ..................  Tanggal  ................
Demikian untuk maklum dan  terima kasih.
Pejabat Pengadaan...............
____________________ 



    NIP.

.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................

...
SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : ........................
Pekerjaan :

Pengadaan .......................
Pada hari ini .......... tanggal ........... bulan ........... tahun ............., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama
: 
...........................

NIP
: 
........................... 
Jabatan
: 
Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat Kantor
: 
Jl. ....................................
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan .................. Nomor : ............., Tanggal ...............Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada .............T.A.... 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


2.
Nama 

:
..........................

Jabatan
: 
Direktur


Perusahaan
:  CV/UD. .............

Alamat Kantor
: 
Jl. ......................
Bertindak untuk dan atas nama CV/UD. .......... berdasarkan akte pendirian/akte perubahan perusahaan Nomor : ... Tanggal ......., Notaris : ............., SH. 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


Berdasarkan :

1.
Surat Undangan Penyampaian/Permintaan Penawaran Nomor : ........... Tanggal ..................

2.
Surat Penawaran Harga CV/UD. ........... Nomor : ........... Tanggal ..................
3.
Berita Acara Pembukaan Dan Evaluasi Dokumen penawaran  Nomor : ........... Tanggal ..................
4.
Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : ........... Tanggal ....................
5.
Berita Acara Hasil Pangadaan Langsung Nomor : ........... Tanggal .................
6.
Surat Penyampaian BAHP Nomor : ........... Tanggal ..................
Maka PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan ................ pada ..................T.A. ......, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.
Lingkup Pekerjaan :


a. 
Nama Pekerjaan 
:
Pengadaan ......................

b. 
Total Harga Pekerjaan
:
Rp. ______________,- (.....................), dengan rincian sebagai berikut :
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2.
Harga pekerjaan di atas sudah termasuk profit bagi PIHAK KEDUA dan sudah termasuk overhead, pajak-pajak, dan lain-lain yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

3.
Spesifikasi Teknis Barang mengacu pada Dokumen Pengadaan.
4. 
Pembayaran dengan sumber dana APBN/APBD Tahun Anggaran ....., dibebankan pada DPA Setda/Badan/Dinas/Kantor, Kode Rekening : .............
5.
Jangka Waktu Pelaksanaan selama ..... (.............) hari kalender, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
6.
Instruksi kepada PIHAK KEDUA :

a.
Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan  dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. 

b.
Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000  (satu per seribu) dari nilai SPK  setiap hari  kalender  keterlambatan.  

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

	PIHAK KEDUA

Penyedia

CV/UD..................
___________________
Direktur
	PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
______________________
            NIP. 


.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................

...
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : ...........................
Pekerjaan :

Pengadaan .............................. 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
: 
...................................
NIP

: 
................................... 
Jabatan
: 
Pejabat Pembuat Komitmen  

Alamat Kantor
: 
Jl. ....................................
selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : ...............,  tanggal ........ dengan ini memerintahkan:

Nama 

:
...................................
Jabatan

: 
Direktur

Mewakili Perusahaan

:
CV/UD .......................
Alamat Kantor

: 
Jl. ..................................
selanjutnya disebut PENYEDIA

untuk mulai melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian harga, volume dan syarat pekerjaan sesuai ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : ............... Tanggal ...............
2. Waktu penyelesaian pekerjaan selama .... (............) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini.

3. Alamat Penyerahan Pekerjaan : ..............................
Jl.  ......................................... Telp : .....................
4. Denda terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK.

............, ................20...
	PENYEDIA

CV/UD................
____________________
Direktur
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
______________________
               NIP.


.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................

...
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
Nomor  : ...........................
Pada hari ini .......... tanggal .............. bulan .............tahun ................, yang bertanda tangan dibawah ini 

1. ................................... 

2. ................................... 

3. ...................................
Berdasarkan Keputusan ................Nomor : ............. tanggal ............, kami selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ............... telah memeriksa atau meneliti barang yang disediakan oleh  :

Penyedia Barang 
: 
CV/UD.............
Alamat
: 
Jl. .........................
Pekerjaan
:  Pengadaan ...................
Jenis Barang
: 
........................., dengan rincian sebagai berikut :
....................................

(atau dengan lampiran tersendiri).
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Panitia/Pejabat  Penerima Hasil Pekerjaan berkesimpulan bahwa barang yang diperiksa dalam keadaan baik dan cukup sesuai ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : .......... tanggal............., sehingga dapat dilakukan serah terima barang.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.

	PENYEDIA

CV. .................... 

___________________
Direktur
	PANITIA/PEJABAT
PENERIMA HASIL PEKERJAAN..........

	
	1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................

	(Ketua)
1. _______________                                                                     
(Sekretaris)
2._______________ 

(Anggota) 
3. _______________


.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................

...
 BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : .........................
Pada hari ini ............. tanggal .............. bulan ............. tahun ................., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.
Nama
: 
...................................

NIP
: 
................................... 
Jabatan
: 
Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat Kantor
: 
Jl. ....................................
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan ..................., Tanggal  ................ Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada ..............Tahun Anggaran ..... 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


2.
Nama 

:
...................................

Jabatan
: 
Direktur


Perusahaan
:
CV/UD. ......................

Alamat Kantor
: 
Jl. ..............................
Bertindak untuk dan atas nama CV/UD. ............. berdasarkan akte pendirian/perubahan perusahaan Nomor : .... Tanggal ........., Notaris : ......., SH. 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : ..................Tanggal ............. untuk pekerjaan Pengadaan .................. pada ................., PIHAK KEDUA menyerahkan Barang kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK  PERTAMA menerima barang tersebut dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan cukup sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : ............... Tanggal .........., yaitu berupa : 

	No.
	Uraian Barang dan Spesifikasi
	Volume

	
	
	

	
	
	


Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	PIHAK KEDUA

CV/UD..................
____________________
Direktur 
	PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.......
_____________________
                NIP. 


.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................

...
BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : ........................
Pada hari ini ............ tanggal ................ bulan .........tahun ..............., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.
Nama
: 
...................................

NIP
: 
................................... 
Jabatan
: 
Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat Kantor
: 
Jl. ....................................
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan ................ Nomor : ..............., Tanggal  ............... Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada .............Tahun Anggaran .... 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


2.
Nama 

:
...................................

Jabatan
: 
Direktur


Perusahaan
:
CV/UD........................

Alamat Kantor
: 
Jl. ..............................
Bertindak untuk dan atas nama CV/UD.............berdasarkan akte pendirian/ perubahan perusahaan Nomor : ....... Tanggal ........., Notaris : .................., SH. 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : ............. Tanggal............ Pengadaan ............... 

2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : ............. Tanggal............ Pengadaan ...............
3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : ............. Tanggal............ Pengadaan ...............
PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA selaku Penyedia atas Pengadaan ............. pada ............... sebesar Rp. ____________,- (.....................). Harga tersebut sudah termasuk profit , overhead, pajak – pajak dan lain-lain.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	PIHAK KEDUA

CV/UD..................
____________________
Direktur 
	PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.......
_____________________
                NIP. 
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)


UNTUK PENGADAAN BARANG





PEKERJAAN : 


___________________________________________

















SKPD :





BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN SETDA____________________














NAMA PA	: __________________





NAMA PPK	: __________________












































TAHUN ANGGARAN______



















































































































































































� EMBED PBrush  ���





         Kepada 


Yth .	1. Pejabat Pembuat Komitmen.........


        2. Pejabat Pengadaan.........


	  di – 


		                 Tempat    


		 


        	


				  		  di-


								Tempat








� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





         Kepada 





Yth .	Pejabat Pengadaan..........


        di – 


		                 Tempat    


		 


        	


				  		  di-


								Tempat








Contoh format B.A. ini digunakan jika ada hal-hal perlu dikaji/direvisi ulang untuk diusulkan kepada PA/KPA





� EMBED PBrush  ���





Contoh format surat ini digunakan jika ada usulan perubahan RUP kepada PA/KPA





� EMBED PBrush  ���





         Kepada 





Yth .	Pengguna Anggaran.......


        di – 


		         Tempat    


		 


        	


				  		  di-


								Tempat








Contoh format B.A. ini digunakan jika tidak ada hal-hal yang perlu dikaji/direvisi ulang 





� EMBED PBrush  ���





Contoh format B.A. ini digunakan jika tidak ada hal-hal yang perlu dikaji/direvisi ulang 





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





         Kepada 


Yth .	Pejabat Pengadaan.........


         di – 


		                 Tempat    


		 


        	


				  		  di-


								Tempat








� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





         Kepada 


Yth .	Pejabat Pengadaan.........


         di – 


Tempat


		 


        	


				  		  di-


								Tempat








� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








Cabang





Pusat











� EMBED PBrush  ���
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� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���
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				B.		DATA
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Jadwal Keg.PBJ











				JADWAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA



				K/L/D/I						:		……………………………………..

				Satker/SKPD						:		……………………………………..

				Tahun Anggaran						:		201….



				NO		TAHAPAN KEGIATAN								TAHUN ANGGARAN ……………….. (n-1)																								TAHUN ANGGARAN ……………….. (n)																								KET.

														BULAN KE																								BULAN KE

														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

				1		Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

				2		Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

				3		Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola

						a.		Perencanaan pengadaan swakelola

						b.		Rencana pengadaan bahan/material/ tenaga/tenaga ahli perorangan/peralatan

						c.		Pelaksanaan pekerjaan swakelola

				4		Rencana Pengadaan Dengan Menggunakan Penyedia Barang/Jasa

						a.		Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

						b.		Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

						c.		Pelaksanaan pekerjaan/pelaksanaan kontrak



																																												………………………………., …….. 20…



																																								Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran











																																								……………………………………..

																																								NIP. ………………………
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Org. Melalui Swakelola











				PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA



				K/L/D/I						:		……………………………………..

				Satker/SKPD						:		……………………………………..

				Tahun Anggaran						:		201….



				NO		ORGANISASI KEGIATAN								TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN								KET.

				1		Pengguna Anggaran (PA)								a.		menetapkan Rencana Umum Pengadaan;  

														b.		mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;   

														c.		menetapkan PPK; 

														d.		menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan; 

														e.		menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 

														f.		menetapkan: 

																1)		pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah); atau


																2)		pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 



														g.		mengawasi pelaksanaan anggaran;  

														h.		menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

														i.		menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; Dan

														j.		mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PA dapat: 

														a.		menetapkan tim teknis; dan/atau

														b.		menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.



				2		Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)								Tugas pokok dan kewenangan KPA sesuai dengan pelimpahan dari PA



				3		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)								a.		menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:  

																1)		spesifikasi teknis Barang/Jasa; 

																2)		Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 

																3)		rancangan Kontrak. 

														b.		menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

														c.		menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; 

														d.		melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

														e.		mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 

														f.		melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

														g.		menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 

														h.		melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 

														i.		menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat: 

														a.		mengusulkan kepada PA/KPA: 

																1)		perubahan paket pekerjaan; dan/atau  

																2)		perubahan jadwal kegiatan pengadaan;  

														b.		menetapkan tim pendukung; 

														c.		menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan; dan 

														d.		menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 



				4		Tim Swakelola

						a.		Tim Perencana						Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis.





						b.		Tim Pelaksana						Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.





						c.		Tim Pengawas						Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.





				5		Pokja ULP/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan								a.		menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

														b.		menetapkan Dokumen Pengadaan; 

														c.		menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 

														d.		mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

														e.		menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 

														f.		melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 

														g.		khusus untuk Pokja ULP / Panitia Pengadaan Barang/Jasa:

																1)		menjawab sanggahan; 

																2)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

																		a)		Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

																		b)		Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
miliar rupiah); 


																3)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;  

																4)		menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

																5)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP (untuk Pokja ULP) / membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa)

														h.		khusus Pejabat Pengadaan: 

																1)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

																		a)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau


																		b)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);


																2)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

																3)		menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

																4)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

														i.		memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.



														Selain tugas pokok dan kewewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:


														b.		perubahan HPS; dan/atau 

														c.		perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.



				6		Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 								a.		melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;  

														b.		menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan  

														c.		membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.





																				………………………………., …….. 20…



																				Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran











																				……………………………………..

																				NIP. ………………………
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Cara pengisian

		PETUNJUK PENGISIAN UMUM

		Untuk Penambahan baris melebihi 2000 baris lakukan "INSERT ROW" di baris ke 2000 dan seterusnya

		Disarankan menggunakan Ms. Excel 2007 atau sebelumnya



		Petujuk Pengisian Tabel Swakelola

		(1)		Diisi nomor urut paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa

		(2)		Diisi kode satuan kerja

		(3)		Diisi nama satuan kerja

		(4)		Diisi nama kegiatan yang bersumber dari Renja K/L/D/I

		(5)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan termasuk Swakelola menggunakan Penyedia dan dilakukan melalui lelang

		(6)		Diisi volume satuan komponen kegiatan, misalnya: jumlah paket, jumlah unit dan lain-lain.

		(7)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan termasuk Swakelola menggunakan Penyedia namun tanpa melalui lelang/seleksi (penggabungan beberapa paket)

		(8)		Diisi lokasi pekerjaan tersebut dengan menyebutkan provinsi dan kabupaten/kota.

		(9)		Diisi sumber pendanaan pekerjaan, misalnya: rupiah murni (APBN/APBD), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

		(10)		Diisi tanggal awal lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(11)		Diisi tanggal akhir/selesai lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(12)		Diisi tanggal awal kegiatan(tanggal/bulan/tahun)

		(13)		Diisi tanggal akhir/selesai kegiatan (tanggal/bulan/tahun)

		(14)		Diisi keterangan dari paket pekerjaan (diisi jika ada hal penting yang belum disebutkan di kolom sebelumnya), misalnya Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, apabila Pengadaan Bersama sebutkan Satker dan MAK/Rekening terkait

		Petujuk Pengisian Tabel Penyedia

		(1)		Diisi nomor urut paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa

		(2)		Diisi kode satuan kerja

		(3)		Diisi nama satuan kerja

		(4)		Diisi nama paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa termasuk yang diadakan untuk mendukung kegiatan melalui Penyedia.

		(5)		Diisi nama kegiatan yang bersumber dari Renja K/L/D/I

		(6)		Diisi Jenis Belanja terdiri dari Belanja Barang (52), Belanja Modal (53), Belanja Pembelanjaan Bunga Utang (54), Belanja Subsidi (55), Belanja Hibah (56), Belanja Bantuan Sosial (57), Belanja Lain-lain (58).

		(7)		Diisi Jenis Pengadaan terdiri dari : Barang, pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya

		(8)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dan dilakukan melalui lelang/seleksi

		(9)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dengan cara pengadaan langsung(penggabungan beberapa paket)

		(10)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dilakukan melalui pembelian secara elektronik

		(11)		Diisi volume satuan komponen kegiatan, misalnya: jumlah paket, jumlah unit dan lain-lain.

		(12)		Diisi lokasi pekerjaan tersebut dengan menyebutkan provinsi dan kabupaten/kota.

		(13)		Diisi sumber pendanaan pekerjaan, misalnya: rupiah murni (APBN/APBD), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

		(14)		Diisi tanggal awal lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(15)		Diisi tanggal akhir/selesai lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(16)		Diisi tanggal awal kegiatan (tanggal/bulan/tahun)

		(17)		Diisi tanggal akhir/selesai kegiatan (tanggal/bulan/tahun)

		(18)		Diisi keterangan dari paket pekerjaan (diisi jika ada hal penting yang belum disebutkan di kolom sebelumnya), misalnya Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, apabila Pengadaan Bersama sebutkan Satker dan MAK/Rekening terkait





Org. Melalui Penyedia









				PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA



				K/L/D/I						:		……………………………………..

				Satker/SKPD						:		……………………………………..

				Tahun Anggaran						:		201….



				NO		ORGANISASI KEGIATAN								TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN								KET.

				1		Pengguna Anggaran (PA)								a.		menetapkan Rencana Umum Pengadaan;  

														b.		mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;   

														c.		menetapkan PPK; 

														d.		menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan; 

														e.		menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 

														f.		menetapkan: 

																1)		pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah); atau


																2)		pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 



														g.		mengawasi pelaksanaan anggaran;  

														h.		menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

														i.		menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; Dan

														j.		mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PA dapat: 

														a.		menetapkan Rencana Umum Pengadaan;  

														b.		mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;   

																1)		menetapkan tim teknis; dan/atau 

																2)		menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes. 



				2		Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)								Tugas pokok dan kewenangan KPA sesuai dengan pelimpahan dari PA



				3		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)								a.		menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:  

																1)		spesifikasi teknis Barang/Jasa; 

																2)		Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 

																3)		rancangan Kontrak. 

														b.		menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

														c.		menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; 

														d.		melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

														e.		mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 

														f.		melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

														g.		menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 

														h.		melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 

														i.		menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat: 

														a.		mengusulkan kepada PA/KPA: 

																1)		perubahan paket pekerjaan; dan/atau  

																2)		perubahan jadwal kegiatan pengadaan;  

														b.		menetapkan tim pendukung; 

														c.		menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan; dan 

														d.		menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 



				4		Pokja ULP/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan								a.		menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

														b.		menetapkan Dokumen Pengadaan; 

														c.		menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 

														d.		mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

														e.		menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 

														f.		melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 

														g.		khusus untuk Pokja ULP / Panitia Pengadaan Barang/Jasa:

																1)		menjawab sanggahan; 

																2)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

																		a)		Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

																		b)		Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
miliar rupiah); 


																3)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;  

																4)		menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

																5)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP (untuk Pokja ULP) / membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa)

														h.		khusus Pejabat Pengadaan: 

																1)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

																		a)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau


																		b)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);


																2)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

																3)		menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

																4)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

														i.		memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.



														Selain tugas pokok dan kewewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:


														b.		perubahan HPS; dan/atau 

														c.		perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.



				5		Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 								a.		melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;  

														b.		menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan  

														c.		membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.





																				………………………………., …….. 20…



																				Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran











																				……………………………………..

																				NIP. ………………………
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RUP_Swakelola











				PENGUMUMAN

				RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



														Nomor		:		……………………………………………………….

														Tanggal		:		……………………………………………………….



				K/L/D/I				:		……………………………………..

				Alamat				:		……………………………………..

				Tahun Anggran				:		201….





				Nomor		SATUAN KERJA						KEGIATAN SWAKELOLA		KEGIATAN PENGADAAN								LOKASI PEKERJAAN		SUMBER DANA (APBN/ APBD/ PHLN)		PELELANGAN/SELEKSI				PELAKSANAAN PEKERJAAN				Keterangan

						KODE		NAMA						LELANG/SELEKSI						KEGIATAN PENGADAAN LAINNYA						AWAL (Tanggal)		SELESAI (Tanggal)		AWAL (Tanggal)		SELESAI (Tanggal)

														NILAI (Rp)		VOLUME

				(1)		(2)		(3)				(4)		(5)		(6)				(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)

				1								Penyusunan profil dinas kesehatan, RPJMD/LPPD/LAKIP/TAPKIN								5,000,000		Kotamobagu		APBD

				2

				3

				4

				5

																												………………………………., …….. 20…

																												Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran











																												……………………………………..

																												NIP. ………………………

																								JANGAN DIHAPUS

																								sumber dana

																								APBN

																								APBD

																								PHLN

																								PHDN
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RUP_Melalui Penyedia











						PENGUMUMAN

				RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



																		Nomor   :		……………………………………………………….

																		Tanggal :		……………………………………………………….



				SKPD				:		……………………………………..

				Alamat				:		……………………………………..

				Tahun Anggran				:		201….





				Nomor		SATUAN KERJA						NAMA PAKET PENGADAAN		KEGIATAN		JENIS BELANJA		JENIS PENGADAAN		PERKIRAAN BIAYA (Rp)						VOLUME				LOKASI PEKERJAAN		SUMBER DANA (APBN/ APBD/ PHLN)		PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA				PELAKSANAAN PEKERJAAN				Keterangan

						KODE		NAMA												LELANG/SELEKSI		PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG		PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK										AWAL (Tanggal)		SELESAI (Tanggal)		AWAL (Tanggal)		SELESAI (Tanggal)



				(1)		(2)		(3)				(4)														(6)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)

				1

				2

				3

				4

																																				………………………………., …….. 20…

																																				Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran











																																				……………………………………..

																																				NIP. ………………………
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		No.		Uraian						Volume				HARGA

														Harga Satuan		Total Harga

														(Rp.)		(Rp.)
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														PPN 10 %
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														PPN 10 %
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		No.		Uraian						Volume				HARGA

														Harga Satuan		Total Harga
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																-
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														PPN 10 %

														Jumlah Total

														Pembulatan
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				A.		SHORTCUT

				No.		Uraian		Klik

				1		CARA PENGISIAN

				1		SAMPUL

				2		JADWAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA

				3		PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

				4		PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

				5		PENGUMUMAN RUP



				B.		DATA

				No.		Uraian		Keterangan

				1		K/L/D/I		……………………………………..

				2		Satker		……………………………………..

				2		Alamat		……………………………………..

				3		Tahun Anggaran		201….

				4		Nama PA/KPA		……………………………………..

				5		NIP PA/KPA		NIP. ………………………
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				2		PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

				3		PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

				4		RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI SWAKELOLA
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				JADWAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA



				K/L/D/I						:		……………………………………..

				Satker/SKPD						:		……………………………………..

				Tahun Anggaran						:		201….



				NO		TAHAPAN KEGIATAN								TAHUN ANGGARAN ……………….. (n-1)																								TAHUN ANGGARAN ……………….. (n)																								KET.

														BULAN KE																								BULAN KE

														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

				1		Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

				2		Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

				3		Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola

						a.		Perencanaan pengadaan swakelola

						b.		Rencana pengadaan bahan/material/ tenaga/tenaga ahli perorangan/peralatan

						c.		Pelaksanaan pekerjaan swakelola

				4		Rencana Pengadaan Dengan Menggunakan Penyedia Barang/Jasa

						a.		Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

						b.		Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

						c.		Pelaksanaan pekerjaan/pelaksanaan kontrak



																																												………………………………., …….. 20…



																																								Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran











																																								……………………………………..

																																								NIP. ………………………
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Org. Melalui Swakelola











				PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA



				K/L/D/I						:		……………………………………..

				Satker/SKPD						:		……………………………………..

				Tahun Anggaran						:		201….



				NO		ORGANISASI KEGIATAN								TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN								KET.

				1		Pengguna Anggaran (PA)								a.		menetapkan Rencana Umum Pengadaan;  

														b.		mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;   

														c.		menetapkan PPK; 

														d.		menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan; 

														e.		menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 

														f.		menetapkan: 

																1)		pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah); atau


																2)		pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 



														g.		mengawasi pelaksanaan anggaran;  

														h.		menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

														i.		menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; Dan

														j.		mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PA dapat: 

														a.		menetapkan tim teknis; dan/atau

														b.		menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.



				2		Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)								Tugas pokok dan kewenangan KPA sesuai dengan pelimpahan dari PA



				3		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)								a.		menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:  

																1)		spesifikasi teknis Barang/Jasa; 

																2)		Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 

																3)		rancangan Kontrak. 

														b.		menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

														c.		menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; 

														d.		melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

														e.		mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 

														f.		melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

														g.		menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 

														h.		melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 

														i.		menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat: 

														a.		mengusulkan kepada PA/KPA: 

																1)		perubahan paket pekerjaan; dan/atau  

																2)		perubahan jadwal kegiatan pengadaan;  

														b.		menetapkan tim pendukung; 

														c.		menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan; dan 

														d.		menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 



				4		Tim Swakelola

						a.		Tim Perencana						Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis.





						b.		Tim Pelaksana						Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.





						c.		Tim Pengawas						Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.





				5		Pokja ULP/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan								a.		menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

														b.		menetapkan Dokumen Pengadaan; 

														c.		menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 

														d.		mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

														e.		menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 

														f.		melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 

														g.		khusus untuk Pokja ULP / Panitia Pengadaan Barang/Jasa:

																1)		menjawab sanggahan; 

																2)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

																		a)		Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

																		b)		Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
miliar rupiah); 


																3)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;  

																4)		menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

																5)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP (untuk Pokja ULP) / membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa)

														h.		khusus Pejabat Pengadaan: 

																1)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

																		a)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau


																		b)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);


																2)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

																3)		menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

																4)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

														i.		memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.



														Selain tugas pokok dan kewewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:


														b.		perubahan HPS; dan/atau 

														c.		perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.



				6		Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 								a.		melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;  

														b.		menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan  

														c.		membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.





																				………………………………., …….. 20…



																				Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran











																				……………………………………..

																				NIP. ………………………







































































































































































































































Pengorganisasian Pengadaan Melalui Swakelola		Page &P of &N


Back to Menu

#Menu!A1Back to Menu

#Menu!A1Bact to Menu

#Menu!A1

Cara pengisian

		PETUNJUK PENGISIAN UMUM

		Untuk Penambahan baris melebihi 2000 baris lakukan "INSERT ROW" di baris ke 2000 dan seterusnya

		Disarankan menggunakan Ms. Excel 2007 atau sebelumnya



		Petujuk Pengisian Tabel Swakelola

		(1)		Diisi nomor urut paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa

		(2)		Diisi kode satuan kerja

		(3)		Diisi nama satuan kerja

		(4)		Diisi nama kegiatan yang bersumber dari Renja K/L/D/I

		(5)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan termasuk Swakelola menggunakan Penyedia dan dilakukan melalui lelang

		(6)		Diisi volume satuan komponen kegiatan, misalnya: jumlah paket, jumlah unit dan lain-lain.

		(7)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan termasuk Swakelola menggunakan Penyedia namun tanpa melalui lelang/seleksi (penggabungan beberapa paket)

		(8)		Diisi lokasi pekerjaan tersebut dengan menyebutkan provinsi dan kabupaten/kota.

		(9)		Diisi sumber pendanaan pekerjaan, misalnya: rupiah murni (APBN/APBD), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

		(10)		Diisi tanggal awal lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(11)		Diisi tanggal akhir/selesai lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(12)		Diisi tanggal awal kegiatan(tanggal/bulan/tahun)

		(13)		Diisi tanggal akhir/selesai kegiatan (tanggal/bulan/tahun)

		(14)		Diisi keterangan dari paket pekerjaan (diisi jika ada hal penting yang belum disebutkan di kolom sebelumnya), misalnya Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, apabila Pengadaan Bersama sebutkan Satker dan MAK/Rekening terkait

		Petujuk Pengisian Tabel Penyedia

		(1)		Diisi nomor urut paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa

		(2)		Diisi kode satuan kerja

		(3)		Diisi nama satuan kerja

		(4)		Diisi nama paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa termasuk yang diadakan untuk mendukung kegiatan melalui Penyedia.

		(5)		Diisi nama kegiatan yang bersumber dari Renja K/L/D/I

		(6)		Diisi Jenis Belanja terdiri dari Belanja Barang (52), Belanja Modal (53), Belanja Pembelanjaan Bunga Utang (54), Belanja Subsidi (55), Belanja Hibah (56), Belanja Bantuan Sosial (57), Belanja Lain-lain (58).

		(7)		Diisi Jenis Pengadaan terdiri dari : Barang, pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya

		(8)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dan dilakukan melalui lelang/seleksi

		(9)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dengan cara pengadaan langsung(penggabungan beberapa paket)

		(10)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dilakukan melalui pembelian secara elektronik

		(11)		Diisi volume satuan komponen kegiatan, misalnya: jumlah paket, jumlah unit dan lain-lain.

		(12)		Diisi lokasi pekerjaan tersebut dengan menyebutkan provinsi dan kabupaten/kota.

		(13)		Diisi sumber pendanaan pekerjaan, misalnya: rupiah murni (APBN/APBD), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

		(14)		Diisi tanggal awal lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(15)		Diisi tanggal akhir/selesai lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(16)		Diisi tanggal awal kegiatan (tanggal/bulan/tahun)

		(17)		Diisi tanggal akhir/selesai kegiatan (tanggal/bulan/tahun)

		(18)		Diisi keterangan dari paket pekerjaan (diisi jika ada hal penting yang belum disebutkan di kolom sebelumnya), misalnya Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, apabila Pengadaan Bersama sebutkan Satker dan MAK/Rekening terkait





Org. Melalui Penyedia









				PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA



				K/L/D/I						:		……………………………………..

				Satker/SKPD						:		……………………………………..

				Tahun Anggaran						:		201….



				NO		ORGANISASI KEGIATAN								TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN								KET.

				1		Pengguna Anggaran (PA)								a.		menetapkan Rencana Umum Pengadaan;  

														b.		mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;   

														c.		menetapkan PPK; 

														d.		menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan; 

														e.		menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 

														f.		menetapkan: 

																1)		pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah); atau


																2)		pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 



														g.		mengawasi pelaksanaan anggaran;  

														h.		menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

														i.		menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; Dan

														j.		mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PA dapat: 

														a.		menetapkan Rencana Umum Pengadaan;  

														b.		mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;   

																1)		menetapkan tim teknis; dan/atau 

																2)		menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes. 



				2		Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)								Tugas pokok dan kewenangan KPA sesuai dengan pelimpahan dari PA



				3		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)								a.		menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:  

																1)		spesifikasi teknis Barang/Jasa; 

																2)		Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 

																3)		rancangan Kontrak. 

														b.		menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

														c.		menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; 

														d.		melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

														e.		mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 

														f.		melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

														g.		menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 

														h.		melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 

														i.		menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat: 

														a.		mengusulkan kepada PA/KPA: 

																1)		perubahan paket pekerjaan; dan/atau  

																2)		perubahan jadwal kegiatan pengadaan;  

														b.		menetapkan tim pendukung; 

														c.		menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan; dan 

														d.		menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 



				4		Pokja ULP/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan								a.		menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

														b.		menetapkan Dokumen Pengadaan; 

														c.		menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 

														d.		mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

														e.		menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 

														f.		melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 

														g.		khusus untuk Pokja ULP / Panitia Pengadaan Barang/Jasa:

																1)		menjawab sanggahan; 

																2)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

																		a)		Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

																		b)		Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
miliar rupiah); 


																3)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;  

																4)		menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

																5)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP (untuk Pokja ULP) / membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa)

														h.		khusus Pejabat Pengadaan: 

																1)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

																		a)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau


																		b)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);


																2)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

																3)		menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

																4)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

														i.		memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.



														Selain tugas pokok dan kewewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:


														b.		perubahan HPS; dan/atau 

														c.		perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.



				5		Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 								a.		melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;  

														b.		menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan  

														c.		membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.





																				………………………………., …….. 20…



																				Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran











																				……………………………………..

																				NIP. ………………………
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RUP_Swakelola











				PENGUMUMAN

				RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



														Nomor		:		……………………………………………………….

														Tanggal		:		……………………………………………………….



				K/L/D/I				:		……………………………………..

				Alamat				:		……………………………………..

				Tahun Anggran				:		201….





				Nomor		SATUAN KERJA						KEGIATAN SWAKELOLA		KEGIATAN PENGADAAN								LOKASI PEKERJAAN		SUMBER DANA (APBN/ APBD/ PHLN)		PELELANGAN/SELEKSI				PELAKSANAAN PEKERJAAN				Keterangan

						KODE		NAMA						LELANG/SELEKSI						KEGIATAN PENGADAAN LAINNYA						AWAL (Tanggal)		SELESAI (Tanggal)		AWAL (Tanggal)		SELESAI (Tanggal)

														NILAI (Rp)		VOLUME

				(1)		(2)		(3)				(4)		(5)		(6)				(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)

				1								Penyusunan profil dinas kesehatan, RPJMD/LPPD/LAKIP/TAPKIN								5,000,000		Kotamobagu		APBD

				2

				3

				4

				5

																												………………………………., …….. 20…

																												Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran











																												……………………………………..

																												NIP. ………………………

																								JANGAN DIHAPUS

																								sumber dana

																								APBN

																								APBD

																								PHLN

																								PHDN
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RUP_Melalui Penyedia











				DOKUMEN

				RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



																		Nomor   :		……………………………………………………….

																		Tanggal :		……………………………………………………….



				SKPD				:		……………………………………..

				Alamat				:		……………………………………..

				Tahun Anggran				:		201….





				Nomor		SATUAN KERJA						NAMA PAKET PENGADAAN		KEGIATAN		JENIS BELANJA		JENIS PENGADAAN		PERKIRAAN BIAYA (Rp)						VOLUME				LOKASI PEKERJAAN		SUMBER DANA (APBN/ APBD/ PHLN)		PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA				PELAKSANAAN PEKERJAAN				Keterangan

						KODE		NAMA												LELANG/SELEKSI		PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG		PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK										AWAL (Tanggal)		SELESAI (Tanggal)		AWAL (Tanggal)		SELESAI (Tanggal)



				(1)		(2)		(3)				(4)														(6)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)

				1

				2

				3

				4

																																				………………………………., …….. 20…

																																				Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran











																																				……………………………………..

																																				NIP. ………………………
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